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JAYA RAYA lf'
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PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA

Nomor SOP \/Sov/ BPRD/201#

Tanggal Pembuatan 2J3uLl 2018

Tanggal Revisi 29 UL 26292
/'/-"’_.

Tanggal Efektif

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Disahkan oleh

MR 19670843 198803 2 002
-"Ilq‘_‘__._._._o-

SUKU BADAN PENDAPATAN KOTA

Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat

Judul SOP Teguran Penagihan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan

2 Retribusi Daerah

3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah

4 Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa

5 Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

1 Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa
9 Telah ditetapkan sebagai juru sita

Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

Lembar Disposisi

Lembar Pengantar
Komputer/HP/Printer/Scanner
Jaringan Internet

Lembar tanda terima

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Administrasi terkait piutang
- Belum dilakukan pebayaran.
- Waktu penyelesaian paling lama 3 hari kerja

Disimpan sebaaqai data Tata Usaha




Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan

Pelaksana Mutu Baku
: Pelaksana Subbid Ka. Subbid
No. t: K
° Kegiatan Wajib Pajak Subbag TU Penagihan dan Penagihan dan |Kepala Suku Badan| Kelengkapan Waktu Output eterangan
Penindakan Penindakan
. . . . Data
Pelaksana Subbid Penagihan dan Penindakan menyajikan Draft Surat
1 . — Tunggakan
data tunggakan pajak dan menyusun draft Surat Teguran Pajak Teguran
1\/[~\
Ka. Subbid Penagihan dan Penindakan menerima dan ‘
2 meneliti konsep Surat Teguran kemudian memarafnya jika | Draft Surat Draft Surat
telah sesuai dan menyampaikannya kepada Kepala Suku Teguran Teguran

Badan

Kepata Suku Badan menyetujui dan menandatangani Surat
Teguran. Setelah selesai, Surat Teguran tersebut diserahkan
kembali kepada Pelaksana Subbid Penagihan dan
Penindakan untuk disampaikan

Draft Surat
Teguran

Surat Teguran
dan Disposisi

Menerima, mengadministrasikan dan membuat penomoran

Surat Teguran

4 Surat Teguran kepada Wajib Pajak dan Disposisi Surat Teguran

5 |Menyampaikan Surat Teguran kepada Wajib Pajak ! \] Surat Teguran Surat Teguran
~

6 |Selesai ~— Surat Teguran Tanda Terima




Nomor SOP W/ SOP/ 292D /2009

Tanggal Pembuatan 20U\ 2018

Tanggal Revisi 79 ULl 2022

Tanggal Efektif e

Disahkan oleh : Kepéléﬁaﬁ}a‘ ] ‘endapatan Daerah

PEMERINTAH PROVINSI

DKI JAKARTA [
W\
\RAN Lugigna Herawati
BADAN PENDAPATAN DAERAH \\ ;EI[]}1967613 198803 2 002
SUKU BADAN PENDAPATAN KOTA Judul SOP Tatm".e'b'ta" dan Penyampaian
Pemberitahuan Surat Paksa
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa dengan Surat Paksa
2 Undgng-_undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 2 Telah ditetapkan sebagai juru sita
Retribusi Daerah
3 Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum 3 Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak
Pajak Daerah
4 Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
5 Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

Lembar Disposisi

Lembar Pengantar
Komputer/HP/Printer/Scanner
Jaringan Internet

Lembar tanda terima

Peringatan Pencatatan dan pendataan

- Administrasi terkait piutang Disimpan sebagai data Tata Usaha
- Belum dilakukan pembayaran




Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Pemberitahuan Surat Paksa

Pelaksana Mutu Baku
, | Ka.Subbid
. t i i
He Kegiatan Wajib Pajak Jurusita Pajak P(.elaksana SUb.b'd | Penagihan dan Subbagian TU Kepala Suku Badan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Penagihan dan Penindakan Penindakan
,'ig;:(a?;i
. { Pt din .
Pelaksana Subbid Penagihan dan Penindakan menyajikan { m‘;“:,:: b Data Wajib Pajak Draft Surat
1 |data Wajib Pajak yang telah disampaikan Surat Teguran dan * Faoghan ( dan Data Surat Pemberitahuan akan
|membuat konsep Surat Pemberitahuan akan Surat Paksa \ Teguran Surat Paksa
Ka. Sgt?b|d Penagihan dan Pel'wmdakan menerima dan = Draft Surat Draft Surat |
meneliti konsep Surat Pemberitahuan akan Surat Paksa — ; .

2 . - ] l Pemberitahuan Pemberitahuan akan
kemudian memarafnya jika telah sesuai dan i N akan Surat Paksa Surat Paksa
menyampaikannya kepada Kepala Suku Badan ~—

Kepala Suku Badan menyetujui dan menandatangani Surat Draft Surat

3 Paksa. Setelah selesai, Surat Pemberitahuan akan Surat — —- Pemberitahuan Surat Pemberitahuan
Paksa tersebut diserahkan kembali kepada Pelaksana Subbid 1 akan Surat Paksa akan Surat Paksa
Penagihan dan Penindakan ~T

. - ; Surat .

4 Menerima, mengadministrasikan, dan membuat penomoran L Pemberitahuan Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan akan Surat Paksa ! ‘ akan Surat Pak akan Surat Paksa
_ urat Paksa
Menerima dan meneruskan Surat Pemberitahuan akan Surat r—— ‘ I Pemberitahuan Surgt Fakse
5 . . | Pemberitahuan akan
Paksa kepada Jurusita Pajak o, akan Surat Paksa
S’ Surat Paksa
p—
Jurusita Pajak menerima Surat Pemberitahuan akan Surat Surat Paksa Surat Paksa

6 Paksa dan menyampaikannya/memberitahukannya kepada _‘\/, Pemberitahuan Pemberitahuan akan

WP/Penanggung Pajak untuk ditandatangani akan Surat Paksa Surat Paksa
) - , : x/_\J Surat Paksa

7 Menerm}a dan mengadministrasikan Berita Acara Pemberitahuan Tanda Terima

Pemberitahuan Surat Paksa ’ akan Surat Paksa
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PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA

Nomor SOP W /SbP /RPRD /20\§

Tanggal Pembuatan 2JVU 2018

Tanggal Revisi 20 JuLl 20222

Tanggal Efektif

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Disahkan oleh Kep’Ta Badan Pendapatan Daerah

\

E_J.usn na Herawat|
NIR 1967 613 198803 2 002

SUKU BADAN PENDAPATAN KOTA

Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat

Judul SOP Paksa

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan

1 Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa
Telah ditetapkan sebagai juru sita

2 S 2
Retribusi Daerah

3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum 3 Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak
Pajak Daerah

4 Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

5 Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

Lembar Disposisi

Lembar Pengantar
Komputer/HP/Printer/Scanner
Jaringan Internet

Lembar tanda terima

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Administrasi terkait piutang
- Belum dilakukan pembayaran

Disimpan sebagai data Tata Usaha




Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Paksa

No. Kegiatan
|

Pelaksana

Mutu Baku

Pelaksana Subbid
Penagihan dan
Penindakan

Ka. Subbid
Penagihan dan
Penindakan

Kepala Suku Badan

Kelengkapan

Output

Keterangan

Pelaksana Subbid Penagihan dan Penindakan menyajikan
data Wajib Pajak yang telah disampaikan Surat
Pemberitahuan akan Surat Paksa dan membuat konsep
Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa

/' SO Tats Giew
{ #erengangan i
Do Pangeeeien
© pewc mruae S
* one i Paiy

Data Wajib Pajak
dan Data Surat
Teguran

Draft Surat Paksa
dan Berita Acara
Pemberitahuan Surat
Paksa

Ka. Subbid Penagihan dan Penindakan menerima dan
2 |meneliti konsep Surat Paksa kemudian memarafnya jika telah
sesuai dan menyampaikannya kepada Kepala Suku Badan

[ Draft Surat Paksa

dan Berita Acara
Pemberitahuan
Surat Paksa

Draft Surat Paksa
dan Berita Acara
Pemberitahuan Surat
Paksa

Kepala Suku Badan menyetujui dan menandatangani Surat
Paksa. Setelah selesai, Surat Paksa tersebut diserahkan
kembali kepada Pelaksana Subbid Penagihan dan
|Penindakan

3

Draft Surat Paksa
dan Berita Acara
Pemberitahuan
Surat Paksa

Surat Paksa dan
Berita Acara
Pemberitahuan Surat

I Paksa dan Disposisi

Menerima. mengadministrasikan. dan membuat penomoran
4 |Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa
kepada Jurusita Pajak

Surat Paksa dan
Berita Acara
Pemberitahuan
Surat Paksa dan
Disposisi

Surat Paksa dan
Berita Acara
Pemberitahuan Surat

Paksa dan Disposisi

Pemberitahuan Surat Paksa kepada Jurusita Pajak

Surat Paksa dan
Berita Acara

Surat Paksa dan

[=2]

menyampaikannya/memberitahukannya kepada
WP/Penanggung Pajak untuk ditandatangani

WP/Penanggung Pajak

|Menerima dan mengadministrasikan Berita Acara
Pemberitahuan Surat Paksa

Menerima dan meneruskan Surat Paksa dan Berita Acara . Berita Acara
Pemberitahuan .
Pemberitahuan Surat
~—— Surat Paksa dan |
: - Paksa
Disposisi
Jurysita Pajak menerima Surat Paksa dan Berita Acara dan Sural»Paksa dan
Berita Acara Laporan Pelaksanaan
Pemberitahuan Surat Paksa
Surat Paksa
Surat Paksa dan
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa ditandatangani oleh Berita Acara Laporan Pelaksanaan
Pemberitahuan Surat Paksa
Surat Paksa
— ’ Laporan
Pelaksanaan Surat Arsip
Paksa




JAYA RAYA [

PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA

Nomor SOP \V /S0P /BPRO /20\p
Tanggal Pembuatan 2 JuLy 2618

Tanggal Revisi 29 Jun-d 2022
Tanggal Efektif g &

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Disahkan oleh

N7y —tushna Herawati

SNIP 8670613 198803 2 002

SUKU BADAN PENDAPATAN KOTA

Judul SOP Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Rekening

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak

Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak

1 Dengan Surat Paksa 1 dengan Surat Paksa
9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 2 Telah ditetapkan sebagai juru sita
Retribusi Daerah
3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum 3 Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak
Pajak Daerah
4 Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
5 Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Lembar Disposisi
Lembar Pengantar
Komputer/HP/Printer/Scanner
Jaringan Internet
Lembar tanda terima
Peringatan Pencatatan dan pendataan

- Administrasi terkait piutang
- Belum dilakukan pembayaran

Disimpan sebagai data Tata Usaha




Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Rekening

| Pelaksana Mutu Baku
| =i i T
No. Kegiatan Wajib Pajak dan/atau - Petaksana Subbid. Kasubbid. Keterangan
Pejnangjgung Pajak Bank Jurusita Pajak Penagihan dan Pinagihan dan Subbag. TU Kepala Suku Badan Kelengkapan Waktu Qutput g
1 Menugaskan Kasubbag TU untuk membuat Surat Permintaan Data Wajib Pajak dan | bi .
Pemblokiran Data Surat Paksa isposisi

Draft Surat Permintaan

Draft Surat Permintaan

2 |Membuat draft Surat Permintaan Pemblokiran i
Pemblokiran Pemblokiran
~
_:_JtL Draft Surat Permintaan Draft Surat Permintaan
3 Meneliti dan memaraf Surat Permintaan Pemblokiran L ] Pemblokiran dan Berita Pemblokiran dan Berita
| —~— T Acara Pemblokiran Acara Pemblokiran
Draft Surat Permintaan Surat Permintaan
4 |Meneliti dan menandatangani Surat Permintaan Pemblokiran i Pemblokiran dan Berita Pemblokiran dan Berita
Acara Pemblokiran Acara Pemblokiran
Menerima, mengadministrasikan, dan membuat penomoran . Surat Permintaan Surat Permintaan
5 Surat Permintaan Pemblokiran J Pemblokiran dan Berita Pembiokiran dan Berita
T Acara Pemblokiran Acara Pemblokiran
) . s Surat Permintaan Surat Permintaan
6 |Menerima dan meneruskan ke Jurusita - Pemblckiran dan Berita Pemblokiran dan Berita
- E- Acara Pemblokiran Acara Pemblokiran
Menerima dan menyampaikan Surat Permintaan Pemblokiran S B Surat Permintaan Surat Permintaan
7 dan menyiapkan Berita Acara Pemblokiran J Pemblokiran dan Berita Pemblokiran dan Berita
e Acara Pemblokiran Acara Pembiokiran
S
—_ Surat Permintaan T Terima dan Beri
8 |Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Bank N J Pemblokiran dan Berita ar;\(::azaraelr;Zr:blzﬂirairlta
|~ Acara Pembiokiran
Menerima Berita Acara Pemblokiran dan menyampaikan i ) i |
9 |kepada Waijib Pajak dan/atau Penanggung Pajak terkait Tar;da Te;ma:la:_ Berita Berita Acara Pemblokiran
Pemblokiran untuk membuat surat kuasa kepada Bank R cara Pemblokiran
g — | S— ——
Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak bersedia ] 3
a. buat Surat Kuasa kepada Bank aak { Peosmmosn | Berita Acara Pemblokiran :
membuat Surat Kuasa kepada Ban Tanda L, LIttt IR
10 Famtaee Saide
. Metsan | =
Waijib Pajak dan/atau Penanggung Pajak bersedia v RN ) A
b. membuat Surat Kuasa kepada Bank @ Berita Acara Pemblokiran Surat Kuasa
1 Surat Kuasa diserahkan kepada Bank untuk ditakukan
|pemblokiran dan meberikan laporan saldo kekayaan Surat Kuasa Laporan Saldo Kekayaan
I
[
Bank memberikan laporan saldo kekayaan dan membuatkan S N
12 |Berita Acara Pelaksanaan Sita dan menyampaikan salinannya Laporan Saldo Kekayaan Berila Acara Pelaksanaan
kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak. = Sita
S

13 |Menerima Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita

L

Salinan Berita Acara
Pelaksanaan Sita

Tanda Terima




JAYA RAYA [

PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor SOP VIOP /pbp/rol?
Tanggal Pembuatan 2 Javy 2018

Tanggal Revisi 29 Jun (,\ L0
Tanggal Efektif

Disahkan oleh / Képala Badan-

=g dapatan Daerah
/ ___Praying A

\ MMna Herawati
\N\P 1967061}»’1 98803 2 002

SUKU BADAN PENDAPATAN KOTA

Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat

Judul SOP Permintaan Saldo Kekayaan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan

2 Retribusi Daerah

3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah

4 Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

5 Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

1 Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa
2 Telah ditetapkan sebagai juru sita

Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

Lembar Disposisi

Lembar Pengantar
Komputer/HP/Printer/Scanner
Jaringan Internet

Lembar tanda terima

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Administrasi terkait piutang
- Belum dilakukan pembayaran

- Melampirkan Surat

Disimpan sebagai data Tata Usaha




Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Permintaan Saldo Kekayaan

Pelaksanaan Sita

B Pelaksana N Mutu Baku
No. Kegiata - . . Pelaksana Subbid Ka. Subbid
° giatan | V\Fl,aub Pajak danlétau BANK Kementrian Keuangan Jurusita Pajak | Penagihan dan Penagihan dan Subbag. TU |Kepala Suku Badan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
enanggung Pajak C.QOJK " >
Penindakan Penindakan
§C‘; Taa Cars'
Menugaskan Satpel Penetapan dan Penagihan untuk e sereea b Data Wajib Pajak
1 |membuat Surat Permintaan Saldo Kekayaan Kepada OJK F R X dan Data Surat Disposisi
melalui Menteri Keuangan v Paksa
| ~ \J
1 Draft Surat Draft Surat
2 |Membuat draft Surat Permintaan Saldo Kekayaan l . | Permintaan Saldo Permintaan Saldo
N a Kekayaan Kekayaan
JR—— Draft Surat Draft Surat
3 |Meneliti dan memaraf Surat Permintaan Saldo Kekayaan . ! ) Permintaan Saldo Permintaan Saldo
! | Kekayaan Kekayaan
Meneliti is Permi Sald — Draft Surat .
| 4 [Mene iti dan menandatangani Surat Permintaan Saldo —_ i Permintaan Saldo Surat Permintaan
Kekayaan dan memberikan kepada Juru Sita <\/ Kekayaan Saldo Kekayaan
‘ = . s . | —
Menerima, mengadministrasikan, dan membuat penomoran ___‘ | Surat Permintaan Surat Permintaan
Surat Permintaan Saldo Kekayaan ,\_/j Saldo Kekayaan Saldo Kekayaan
5 |Menerima dan Meneruskan Surat Permintaan Saldo B I ' . SSL.;rlztoP:;r‘?;r;;aaann SSl;ZtoP:;T;';f:nn
|
| . . ) T— )
Menerima dan menyampaikan Surat Permintaan Saldo i Surat Permintaan | Surat Permintaan
Kekayaan kepada Kementrian Keuangan c.q OJK _‘\/,. Saldo Kekayaan Saldo Kekayaan
| 6 |Menerima Surat Permintaan Saldo Kekayaan ‘ . ] — Sgg;;ﬁf;?;;;a:nn Tanda Terima
~—
Mendapatkan surat Izin untuk mendapatkan informasi terkait . | T ) ) [
7 |saldo kekakayaan Penanggung Pajak w_— B Surat lzin dari OJK
Menyampaikan Surat Izin dari OJK kepada Bank untuk —1 K "(' aporar:jSalgo !
8 |memberikan laporan saldo kekayaan dan membuatkan Berita i ’_ | Surat Izin dari OJK : aya:nl :n erita
Acara Pelaksanaan Sita 7\_/-\ b gitaa sanagn
— Laporan Saldo Laporan Saldo
g menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita | — j Kekayaan dan Kekayaan dan Berita
kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak. ~ Berita Acara Acara Pelaksanaan
Pelaksanaan Sita Sita
f . Salinan Berita
10 |Menerima Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita = Acara Tanda Terima




JAYA RAYA [~

PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA

Nomor SOP VI/SOP /2929 20\
Tanggal Pembuatan 23Ul aoig
Tanggal Revisi 29 JuLy _202%

Tanggal Efektif

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Disahkan oleh

519670613 198803 2 002

SUKU BADAN PENDAPATAN KOTA

Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat

Judul SOP Perintah Melaksanakan Penyitaan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan

Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa

2 Retribusi Daerah 2 Telah ditetapkan sebagai Juru Sita Pajak
3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum 3 Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak
Pajak Daerah
4 Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
5 Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Lembar Disposisi
Lembar Pengantar
Komputer/HP/Printer/Scanner
Jaringan Internet
Lembar tanda terima
Peringatan Pencatatan dan pendataan

- Administrasi terkait piutang

- Belum dilakukan pembayaran

- Membawa Tanda Pengenal Juru Sita Pajak
- Membawa Segel Sita

Disimpan sebagai data Tata Usaha




Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

[ Pelaksana Mutu Baku
o . . - I
: " P Pelaksana Subbid Ka. Subbid
No. Ki t: Ket
© taa V\'I:apb Pajak danletau Jurusita Pajak Penagihan dan Penagihan dan Subbag. TU Kepala Suku Kelengkapan Waktu Output eterangan
enanggung Pajak ? © Badan
| Penindakan Penindakan
,’séﬁ :-“an i.:;'a-\
‘-’fer,aebttsnaan”
1 Menugaskan Kasubbag TU untuk membuat Surat Plpses g Data Wajib Pajak Disposisi
Perintah Melaksanakan Penyitaan e dan Data Surat Paksa P
| ~— ’
U Draft Surat Perintah Draft Surat Perintah
2 |Membuat draft Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan l | Melaksanakan Melaksanakan
—~—TT | Penyitaan Penyitaan
Meneliti dan memaraf Surat Perintah Melaksanakan | Draft Surat Perintah Draft Surat Perintah
3 Penyitaan I_ Melaksanakan Melaksanakan
L Penyitaan Penyitaan
r/—| | . | Surat Perintah
4 Meneliti dan menandatangani Surat Perintah | — - Dri;teiir:;;inar:ah Melaksanakan
Melaksanakan Penyitaan ] Penvitaan Penyitaan dan
B D v _ Disposisi -
— Surat Perintah Surat Perintah
5 Menerima, mengadministrasikan, dan membuat — = l - Melaksanakan Melaksanakan
penomoran Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Penyitaan dan Penyitaan dan
~ Disposisi Disposisi
| _| Surat Perintah Surat Perintah
6 Menerima, dan meneruskan penomoran Surat Perintah | —4[__‘** Melaksanakan Melaksanakan
| Melaksanakan Penyitaan ﬂl Penyitaan dan Penyitaan dan
~ Disposisi Disposisi

Surat Perintah

Surat Perintah

Pelaksanaan Sita

Pelaksanaan Sita

7 Menerima. melaksanakan dan menyiapkan Berita Melaksanakan Melaksanakan
Acara Pelaksanaan Sita e ,AJ Penyitaan dan PZn itgzn )
~— Disposisi 4
Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani v I?A:::L:aer::l::: Berita Acara
oleh WP/Penanggung Pajak Tanda — T8 : Pelaksanaan Sita
Penyitaan
8 —
Menambahkan Keterangan dalam Berita Acara . Surat Perintah Berita Acara
b Pelaksanaan Sita apabila WP/Penanggung Pajak ““__, J Mu::k e mka Pel iﬂ a ;n Sit
*  [tidak mau menandatangani Berita Acara ~TT € aksanakan it ta
Melaksanakan Sita Penyitaan dengan catatan
Menerima dan mengadministrasikan Berita Acara . Berita Acara

Arsip




JAYA RAYA

PEMERINTAH PROVINSI
DKl JAKARTA

Nomor SOP VW /pe /8pep /20@

Tanggal Pembuatan 53U 20 8

Tanggal Revisi 20 JuLy 2022

Tanggal Efektif

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Disahkan oleh

x._L ' na Herawatn
\\ﬂlp 19670813 198803 2 002

SUKU BADAN PENDAPATAN KOTA

Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan

Judul SOP Pencabutan Sita

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan

1 Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa

2 Retribusi Daerah 2 Telah ditetapkan sebagai Juru Sita Pajak
3 Pe.raturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum 3 Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak
Pajak Daerah
4 Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
5 Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Lembar Disposisi
Lembar Pengantar
Komputer/HP/Printer/Scanner
Jaringan Internet
Lembar tanda terima
Peringatan Pencatatan dan pendataan

~ Administrasi terkait piutang
- Data pembayaran tunggakan
- Membawa tanda pengenal Juru Sita Pajak

Disimpan sebagai data Tata Usaha




Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pencabutan Sita

Kegiatan

| Pelaksana Mutu Baku
l Pelaksana Subbid Ka. Subbid T
Wajib Pajak Jurusita Pajak Penagihan dan Penagihan dan Subbag. TU Kepala Suku Badan Kelengkapan Waktu Output
Penindakan Penindakan

Keterangan

Waijib Pajak melaporkan terkait pelunasan pembayaran
tunggakan pajak yang telah dilakukan penyitaan

(?

Data Pembayaran
Waijib Pajak

Tanda Terima

Meneliti data pembayaran terkait tunggakan pajak yang telah

|

Data Pembayaran

Data Pembayaran

Pencabutan Sita

menjadi objek sita : Wajib Pajak Waijib Pajak
\_/I"\
| |
Menerima dan mendisposisi untuk dibuatkan Konsep Surat = Data Pembayaran DI .
Keputusan Pencabutan Sita Wajib Pajak 1sposisi
Menerima dan membuatkan Konsep Surat Keputusan | | | {7 B . - onsep Surat
. ] Disposisi Keputusan

Pencabutan Sita

w

Meneliti dan memaraf Surat Keputusan Pencabutan Sita

Konsep Surat
Keputusan
Pencabutan Sita

Konsep Surat
Keputusan
Pencabutan Sita

Meneliti dan menandatangani Surat Keputusan Pencabutan
Sita dan menyerahkan kepada Juru Sita Pajak

Konsep Surat
Keputusan
Pencabutan Sita

Surat Keputusan
Pencabutan Sita

Menerima, mengadministrasikan, dan membuat penomoran
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Surat Keputusan
Pencabutan Sita

Surat Keputusan
Pencabutan Sita

Menyerahkan Surat Keputusan Pencabutan Sita

Surat Keputusan
Pencabutan Sita

Surat Keputusan
Pencabutan Sita

Menerima Surat Keputusan Pencabutan Sita

Surat Keputusan
Pencabutan Sita

Tanda Terima




JAYA RAYA

PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA

Nomor SOP

Vil/sor / 209D /2018

Tanggal Pembuatan

2 ULt 20\g

Tanggal Revisi

29 Jull 2022

Tanggal Efektif

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Disahkan oleh

7 ~-K;§pﬁla Baaén\Pend;?patan Daerah
&/ s Provinp

1

( [ F
| |
|

SUKU BADAN PENDAPATAN KOTA

Judul SOP

Tata Cara Pelaksanaan Lelang

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan

1

Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa

2 Retribusi Daerah 2 Telah ditetapkan sebagai Juru Sita Pajak
3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum 3 Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak
Pajak Daerah
4 Peraturap Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan 4 Memahami terkait keadministrasian dalam proses Lelang
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
5 Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Lembar Disposisi
Lembar Pengantar
Komputer/HP/Printer/Scanner
Jaringan Internet
Lembar tanda terima
Peringatan Pencatatan dan pendataan

- Administrasi terkait piutang
- Administrasi terkait Surat Paksa
- Belum dilakukan pembayaran

Disimpan sebagai data Tata Usaha




Tat.

a Cara Pelaksanaan Lelang

Pelaksana Mutu Baku
f » . Pelaksana Subbid Ka. Subbid
No. Kegiatan Keterangan
9 Wajib Pajak danlz.\tau Pejabat Lelang KP2LN Jurusita Pajak Ka Subbag Penagihan dan Penagihan dan |Kepala Suku Badan Kelengkapan Waktu Output 9
Penanggung Pajak Tata Usaha - >

Penindakan Penindakan

|Menugaskan Subbid Penagihan dan Penindakan /—‘j . . .

! untuk membuat Surat Himbauan Kesempatan Terakhir Data Surat Sita Disposisi

Membuat Konsep Surat Himbauan Kesempatan
Terakhir

Disposisi

Konsep Surat
Himbauan
Terakhir

Meneliti dan memaraf Surat Himbauan Kesempatan
Terakhir

Konsep Surat
Himbauan Terakhir

Konsep Surat
Himbauan
Terakhir

Meneliti dan menandatangani Surat Himbauan
Kesempatan Terakhir dan memberikan kepada Juru
Sita

Konsep Surat
Himbauan Terakhir

Surat Himbauan
Terakhir

Menerima dan menyampaikan Surat Himbauan
Kesempatan Terakhir kepada Waijib Pajak dan/atau
Penanggung Pajak

Surat Himbauan
Terakhir

Surat Himbauan
Terakhir

Menerima dan melunasi hutang pajaknya, maka

. Tatalana
Ye Pesmriten Surat,

Harga Limit

Penentuan Harga
Limit

] Surat Himbauan .
i? fa f
| 6 diberikan Surat Keputusan Pencabutan Sita Melunast | "QFMMS,‘;; Terakhir Tanda Terima
Menerima dan tidak melunasi hutang pajaknya, Tidak [ 1. Tanda Terima
7 b maka dilakukan inventarisasi aset-aset yang akan L J Surat Himbauan dan Konsep Surat
* disita dan dibuatkan Konsep Surat Penentuan S Terakhir Penentuan Harga
Harga Limit ‘ Limit
[
s Meneliti dan Memaraf Surat Konsep Surat Penentuan ‘ Konsep Surat Konsep Surat

Penentuan Harga
Limit

Meneliti dan menandatangani Surat Penentuan Harga
Limit dan menugaskan Subbid Penagihan dan
Penindakan untuk membuat Konsep Surat
Permohonan jadwal, waktu dan tempat pelelangan

Konsep Surat
Penentuan Harga
Limit

Surat Penentuan
Harga Limit dan
Disposisi




| =
| o
| Konsep Surat
10 [Membuat Konsep Surat Permohonan Jadwal Disposisi Permohonan
. Jadwal
L
| . Konsep Surat Konsep Surat
11 | Meneliti dan Memaraf Surat Permohonan Jadwal = Permohonan Permohonan
Jadwal Jadwal
Meneliti dan menandatangani Surat Permohonan I Konsep Surat Surat
12 | Jadwal dan menyerahkan kepada Juru Sita untuk j Permohonan Permohonan
disampaikan ke KP2LN Jadwal Jadwal
—T :
|Menerima dan menyampaikan Surat Permohonan | | Surat Permohonan urat
13 Penentuan Jadwal ke KP2LN | T Jadwal et
| ~ Jadwal
_ |
1
i [
14 Menerima Surat Permohonan Jadwal Lelang dan [ \]—— | Surat Permohonan Tanda Terima
Menetapkan Hari dan Tanggal Lelang ~ ‘ Jadwal
15 Menerima Surat Penetapan Jadwal Lelang dan ‘— - ‘ Surat Penetapan Surat Penetapan
|menyerahkan kepada Kepala Suku Badan (P Jadwal Lelang Jadwal Lelang
|
Menerima dan menugaskan Subbid Penagihan dan | - Surat Penetapan Surat Penetapan
16 \ Jadwal Lelang
Penindakan untuk membuat Pengumuman Lelang Jadwal Lelang ) L
dan Disposisi
—e | Surat Penetapan Konsep
17 |Membuat Konsep pengumuman lelang J . Jadwal Lelang dan Pengumuman
B - \// Disposisi . Lelang
! L Konsep Konsep
18 | Meneliti dan Memaraf Konsep Pengumuman Lelang | Pengumuman Pengumuman
| ‘ Lelang Lelang
Meneliti dan menandatangani Pengumuman Lelang v/] Konsep Pengumuman
19 . . Pengumuman
dan menyerahkan kepada Juru Sita untuk diumumkan l Lelang Lelang
2




20

Mengumumkan dan melakukan pelaksanaan lefang

Pengumuman
Lelang

21 |Membuat risalah lelang - Risalah Lelang
Menerima risalah lelang dari KP2LN dan memberikan .

22 I,kepada Kepala Suku Badan Risalah Lelang Risalah Lelang
Menerima dan menugaskan Subbid Penagihan dan .

23 |Penindakan untuk mengupdate data tunggakan pajak Risalah Lelang Rlsalah Lela_ng
dan menatausahakannya dan Disposisi

24 |Mengupdate data tunggakan pajak Risalah Lela_ng dan Salinan dan Arsip

Disposisi
25 |Menerima Salinan Risalah lelang Salinan Risalah Arsip

Lelang




JAYA RAYA [

PEMERINTAH PROVINSI

DKI JAKARTA

Nomor SOP

T /S0P /B APEN DAIVIRO 22

Tanggal Pembuatan

29 Juli 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efekiif

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Disahkan oleh

A

L NIP-19670613 198803 2 002

SUKU BADAN PENDAPATAN KOTA

Judul SOP

Tata\Ca'ra—Penyelesaian Permohonan
Pembatalan Lelang

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak

Memahami peraturan yang terkait dengan Penagihan Pajak

1 Dengan Surat Paksa 1 dengan Surat Paksa

5 Undgng-.undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 2 Telah ditetapkan sebagai Juru Sita Pajak
Retribusi Daerah

3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum 3 Memahami terkait keadministrasian dalam Penagihan Pajak
Pajak Daerah

4 Peraturap Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan 4 Memahami terkait keadministrasian dalam proses Lelang
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

5 Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

Lembar Disposisi
Lembar Pengantar

Komputer/HP/Printer/Scanner

Jaringan Internet

Lembar tanda terima

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Administrasi terkait piutang

- Administrasi terkait Surat Paksa

- Belum dilakukan pembayaran

- Waktu penyelesaian paling lama 3 hari kerja

Disimpan sebagai data Tata Usaha




Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pembatalan Lelang

| Pelaksana Mutu Baku
; I | Pelaksana Subbid |  Ka. Subbid
. K ¢
No egfatan v!aj:‘b :ajaknda:?;iu Penagihan dan Penagihan dan Kepala Suku Badan Kelengkapan Waktu Output Keterapgan
enanggung Faj Penindakan Penindakan
ji j j hon. | — —-i'
1 :/ev;{:g Figjak mengajukamigsmetionan pembataian \;] Surat Permohonan Surat Permohonan
" Dilengkapi dengan '
2 Menenmla, menelit ke.lengkapan tEthasdan Surat Permohonan Tanda Terima bukti Pelunasan
memberikan tanda terima
| N ataupun Putusan Sela
Meneliti dan meneruskan kepada Jurus sita untuk
3 |dilakukan peneliatian serta membuatkan Surat Disposisi Disposisi
|Permintaan Pembatalan Lelang
4 Menerima, melakukan penelitian dan membuat Disposisi ngrsr:ipntsazr:t
Konsep Surat Permintaan Pembatalan Lelang = P
Pembatalan Lelang
Konsep Surat
Meneliti dan memaraf Surat Permintaan Pembatalan — Permintaan Konsep Surat
5 Permintaan
Lelang Pembatalan
Pembatalan Lelang
Lelang
Konsep Surat
6 Menyetujui dan menandatangi Surat Permintaan L=y q———— Permintaan Surat Permintaan
Pembatalan Lelang | | r\] Pembatalan Pembatalan Lefang
~ Lelang
| 7 Menerima, mengadministrasikan, dan membuat Su;a;;g;rpal'nat:an Surat Permintaan
penomoran Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ‘ Lelang Pembatalan Lelang
_— i =
Menerima, dan meneruskan Surat Perintah | | | | ~——— Surat Pemintaan Surat Permintaan
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